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Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU

PERBEKEL DESA KEKERAN

JIn. Gajah Mada No, 21 Kekeran Kec, Busungbiu Kab, Buleleng 81154 Hp. 108123965682
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KEPUTUSAN PERBEKEL KEKERAN
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIRIAN
PAUD PEMERINTAH DESA

TAMAN KANAK KANAK KEMBANG PERTAMA

DESA KEKERAN

PERBEKEL KEKERAN

bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di
Desa Kekeran perlu didirikan Taman Kanak Kanak di Desa Kekeran:

Bahwa sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan dengan
Keputusan Perbekel Kekeran tentang Pendirian Taman Kanak Kanak
Kembang Pertama Desa Kekeran;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5495);

Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668 ).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84







| O PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan ¢ Ngurah Rai No, 72 Siogarala, telp. No, (0362) 22003

M

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 50342, 1/002/TK/DPMPTISP/2020
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PAUDIAMAN KANAK KANAK
* KEMBANG PERTAMA " DESA KIEKIERAN

Menimbang : a. Bahwa  seSuai Surat Kepala Dinas:Pendidikan Pemuda dan
Qlahraga Kabupaten Buleleng Nombr %, 421.1/2185/PAUD-
PNF/Disdikpora/2020 tanggal M08 Jantariy 2020 tentang
Rekomendasi lan Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak -

Kanak "KEMBANG PERTAMA " Desa Kekeran; oy
b. bahwa berdasarkan Surat permohonian dari Perbekel™ Desa
Kekeran Nomor-: 410/284 /Pema/X1/2019 tanggal 20 Desen 'sr
2019 tentang' Permohonan  lain' Operasional Pendirian PAUD

Taman Kanak Kanak * KEMBANG PERTAMA " Desa Kekeram

e. bahwa untuk tm‘mpetlunc‘“\r peny c‘lvngguumm Pendidikan di
Satuan - Pendidikan Anak “Usia Dim pcrlp :ﬁeil'xetlgp an lzin
Operasional: Pendlrmn PAUD, %I‘aman Kan kK \ﬁk n’ KEMBANG
PERTAMA ™ Desa Kekeranj '.»* l .y _

d. bahwa berdabar!\anl pertlmb_ﬂ} "' ﬁg aksud pada
huruf.ra, hurufyb - dan :.; dlatas dlpaw%img perlu
menctapifa;;.Kbﬁht‘ﬁsan -Kepa]'m__']ﬁinhs Penan Modal dan

-_ Peiayq,nan Tkrpé.dg ‘Satu P;r;%u Kaqugaten Buleleng tentang lzin

-o‘pepa,smnar pendirian PAUD Paman Kana 'g KEMBANG
A PERTAMA ” Desa Kekeran. _JJ{i
B

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah- Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tengara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);




2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor <301);

3. Undang-Undang Nomor
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Nomor
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang<Undang, Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas UndangsUndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pémerintahan Daerah™(Lembaran Negara Republik

llldOllt“iil'l Tahun 2015 Nomor 58, ’I‘amh];?ah_an Lembaran Negera

_R:. publik Indeneuu Nomor 5679)| _.L; &

F Pcruturan Pomumtah Nom:pr 2 ’I‘ahun 2018\‘Tenta.ng Standar
1. “w A‘

Pelayxman Mlmmal

5. Peraturan Menten Pcndxdﬂcans dan Kebudayaan ‘I;l'?

Indonesia Nomo: 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Sat

: ' ! Pc_ndldlkan Non Formal .- f' .,J“ i ‘4:

.Indoncsxa Nomor 137 Tahun 2014 tentang St%nd\aar si
dan Kompeten51 Instruktur pada Kursus dan E‘elaﬂil}an :

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan 2
Indonesza Nomor 160 Tahun“ "2014 ﬁte%aamf) iberlakuan

,kumkulurn 2006 dan kurxku@l 013
Peraturan Menten Dalam Negqn Repubhk Indonesia |

_I'Ifahun 2017’ tc,ntang Penyelc;@ggara n Pelayanan Te |
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10. Peraturan Bupati Nomor
pendelegasian Kewenangan Perizinan

ahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tenta:ﬂg i

147 Tahun 2018
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